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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana perlindungan hukum
terhadap nasabah atas simpanannya tidak
dijamin oleh lembaga penjamin simpanan dan
bagaimana tanggung jawab bank terhadap
nasabah penyimpan atas simpanan yang tidak
terpenuhi haknya, yang dengan menggunakan
metode penelitian hukum normative
disimpulkan bahwa: 1. Perlindungan hukum
memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang
diberikan oleh hukum dalam arti peraturan
perundang-undangan untuk melindungi subyek
hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam
sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum
nasabah penyimpan dana adalah perlindungan
yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan atau hukum positif yang berlaku bagi
nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum
bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk
melindungi kepentingan  dari nasabah
penyimpan dan simpanannya yang disimpan di
suatu bank tertentu terhadap suatu resiko
kerugian. 2. Mengenai tanggung jawab bank
menurut bentuknya yang merupakan bentuk
analisis mengenai tanggung jawab bank
terhadap nasabah penyimpan atas simpanan
yang tidak terpenuhi haknya dari hasil
penjualan aset bank dalam hal terjadi
pencabutan izin usaha dan dilikuidasi bank.
Kata kunci: lembaga penjamin simpanan, bank

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu
diberikan jaminan atas dana yang disimpannya.
Keberadaan suatu sistem penjaminan simpan
yang diatur secara tegas dan disusun secara
lengkap dan meningkatkan kepercayaan pada
akhirnya memperkuat  seluruh sistem
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perbankan.?

Seakan disadarkan akan pentingnya
mengatur penjaminan dana nasabah
penyimpan oleh adanya peristiwa krisis
moneter, serta mengingat sistem penjaminan
yang tengah berjalan pada waktu itu (Blanket
Guarantee), dilakukan penyesuaian terhadap
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan melalui Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (selanjutnya disebut Undang-
Undang Perbankan). Pasal 37B ayat (1) Undang-
Undang Perbankan menentukan: “Setiap bank
wajib  menjamin dana masyarakat yang
disimpan pada bank yang bersangkutan”.* Pasal
37B ayat (2) Undang-Undang Perbankan
menyebutkan  bahwa: “Untuk  menjamin
simpanan masyarakat pada bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk Lembaga
Penjamin Simpanan”.

Sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal
37B ayat (2) tersebut, pada tanggal 22
September 2004 dibentuk secara resmi suatu
lembaga tetap yang bertugas untuk menjamin
keamanan dana nasabah dibank yaitu dengan
dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin  Simpanan.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai
beroperasi pada tanggal 22 September 2005.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap
nasabah atas simpanannya tidak dijamin
oleh lembaga penjamin simpanan ?

2. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap
nasabah penyimpan atas simpanan yang
tidak terpenuhi haknya?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis
menggunakan metode penelitian hukum
normatif,” yaitu penelitian hukum kepustakaan
untuk meneliti inventaris hukum positif yang

® Zulkarnain Sitompul, Perlindungan Dana Nasabah Bank,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal.
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* Lihat Penjelasan Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang No. 7
Tahun 1992, tentang Perbankan
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berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah
atas Simpanannya yang Tidak dijamin oleh
Lembaga Penjamin Simpanan

Sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal
37B ayat (2) Undang-Undang Perbankan, pada
tanggal 22 September 2004 dibentuk secara
resmi suatu lembaga tetap yang bertugas untuk
menjamin keamanan dana nasabah dibank
yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai
beroperasi pada tanggal 22 September 2005.

Dengan adanya Undang-Undang LPS yang
mewajibkan  kepada setiap bank yang
melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik
Indonesia menjadi  peserta  Penjaminan
(sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 (1)
Undang-Undang LPS), maka kewajiban
menjamin simpanan nasabah yang semula
terletak pada bank (sebagaimana dituangkan
dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan),
dengan pembayaran premi oleh bank kepada
LPS akan beralih menjadi kewajiban LPS untuk
menjamin simpanan nasabah ketika bank
tersebut dicabut izin usahanya.®

Berdasarkan Pasal 1 1 ayat (1) Undang-
Undang LPS, nilai simpanan yang dijamin untuk
setiap nasabah pada satu bank paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
namun sejak tanggal 13 Oktober 2008 yaitu
dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai
Simpanan vyang dijamin Lembaga Penjamin
Simpanan, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS
menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah). Dengan demikian terhadap nasabah
yang simpanannya melebihi Rp.
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak
dijamin oleh Undang-Undang LPS.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) pengertian jamin (menjamin) adalah
menanggung atau berjanji akan memenubhi
kewajiban orang lain yang membuat perjanjian
apabila perjanjian itu tidak ditepati. Dengan
demikian, tidak dijamin  berarti tidak
ditanggung atau tidak dipenuhi kewajiban

® Lihat Penjelasan Pasal 37B, Undang-Undang No. 3 Tahun
2004 tentang Bank Indonesia

orang lain yang membuat perjanjian apabila
perjanjian itu tidak ditepati.’

Berdasarkan pengertian tersebut,
simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh UU
LPS dapat diartikan sebagai simpanan nasabah
yang tidak ditanggung oleh LPS, sehingga
menimbulkan  pertanyaan bagi  penulis,
bagaimana perlindungan hukum terhadap
Nasabah Penyimpan atas simpanan yang tidak
dijamin oleh uu LPS. Berdasarkan
permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan
pembahasan guna  mendapat jawaban
mengenai  perlindungan hukum terhadap
Nasabah Penyimpan atas simpanan yang tidak
dijamin oleh Undang-Undang LPS.

Perlindungan  hukum  harus  mutlak
diberikan kepada Nasabah Penyimpan dana,
yaitu untuk melindungi haknya. Para Nasabah
Penyimpan dana akan lebih mengharapkan
bank yang aman untuk menyimpan dananya
daripada bank yang memberikan bunga tinggi
tetapi juga sangat beresiko untuk menyimpan
dana. Padahal jika telah ada perlindungan yang
pasti terhadap para Nasabah Penyimpan, akan
mendorong mereka yang mempunyai dana
lebih untuk menyimpan di bank.

Perlindungan hukum terhadap Nasabah
Penyimpan atas simpanannya vyang tidak
dijamin oleh LPS berdasarkan hubungan
kontraktual dan hubungan non kontraktual
akan dibahas dengan menghubungkannya
dengan menguraikan mengenai simpanan
nasabah yang tidak dijamin oleh LPS dalam
hubungan kontraktual dan dalam hubungan
non kontraktual.

Simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh
LPS dalam hubungan kontraktual antara bank
dengan Nasabah Penyimpan, maka ketika
kewajiban  bank untuk mengembalikan
simpanan Nasabah Penyimpan baru dibayar
sebagian (hanya sebatas kewajiban yang
beralih  kepada LPS vyaitu  maksimal
Rp.2.000.000,00 (dua miliar rupiah)), sisanya
inilah dalam hubungan kontraktual antara bank
dengan nasabah, tetap menjadi kewajiban
bank.

Bahwa hubungan hukum antara bank
dengan Nasabah Penyimpan dana adalah
didasarkan atas Perjanjian Penyimpanan (Pasal

7 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hal. 399
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1 angka 5 Undang-Undang Perbankan). Dalam
Hukum Perdata, Perjanjian Penyimpanan
termasuk dalam bentuk perjanjian tidak
bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur di
dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam
masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat
Sulistyandari yang mengemukakan sebagai
berikut:
Perjanjian Penyimpanan dana merupakan
perjanjian yang tidak mendapat pengaturan
secara khusus dalam KUH Perdata, KUHD,
maupun Undang-Undang Perbankan, oleh
karena ketentuan umum perjanjian dalam
KUH Perdata tersebut berlaku bagi semua
perjanjian, maka termasuk berlaku pula bagi
Perjanjian Penyimpanan dana.?

Pendapat senada yang menegaskan bahwa
Perjanjian Penyimpanan termasuk dalam
bentuk  perjanjian tak bernama juga
dikemukakan oleh Daniel Djoko Tarliman dalam
Disertasinya yang berjudul “Lembaga Penjamin
Simpanan dalam Penyelesaian Bank Gagal di
Indonesia”  sebagai  berikut:  “Perjanjian
Penyimpanan dana termasuk jenis perjanjian
tidak bernama yang sifatnya sui generis dalam
arti tunduk pada ketentuan umum dari suatu
perjanjian sedangkan ketentuan perjanjian
bernama dipakai secara analogi.’

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan
bahwa Perjanjian Penyimpanan sebagai
perjanjian tidak bernama tunduk pada
KUHPerdata khususnya Buku [l tentang
Perikatan, khususnya Bab I, I, IV vyang
merupakan ketentuan umum perjanjian,
misalnya tentang bagaimana lahir dan
hapusnya perikatan, macam-macam perikatan
dan sebagainya. Bagian khusus terdapat dalam
Bab V sampai Bab XVII memuat peraturan-
peraturan yang mengenai perjanjian-perjanjian
bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang
banyak di pakai dalam masyarakat dan yang
sudah mempunyai nama-nama tertentu,
misalnya jual beli, Sewa menyewa, pinjam
meminjam, perjanjian perburuan, pemberian
(shenking) dan sebagainya.

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan:

8 Sulistyandari, Op. Cit., hal. 296.

° Daniel Djoko Tarliman, “Lembaga Penjamin Simpanan dalam
Penyelesaian Bank Gagal di Indonesia”, Ringkasan Disertasi yang
tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga
Surabaya. 2008.
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“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena
perjanjian, baik karena undang-undang”. *°
Selanjutnya dalam Pasal 1234 KUH Perdata
menyebutkan:  “Tiap-tiap perikatan adalah
untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.
Perjanjian Penyimpanan antara bank dengan
Nasabah  Penyimpan dalam prakteknya
merupakan perjanjian standar atau baku yang
isinya ditentukan oleh pihak bank.
Hubungan antara Nasabah Penyimpan
dengan bank berdasarkan  hubungan
kontraktual, di mana dalam hubungan
kontraktual ini hak-hak Nasabah Penyimpan
lahir dari kontrak/Perjanjian Penyimpanan
dana vyang dibuat oleh bank dengan
Nasabah Penyimpan sendiri. Selain itu hak-
hak Nasabah Penyimpan juga
diatur/diberikan oleh KUH Perdata maupun
ketentuan Hukum Perbankan, hanya saja
Perjanjian Penyimpanan dana dalam praktik
isinya ditentukan oleh pihak bank seperti
berapa besar perhitungan bunga/jasa
simpanan, biaya-biaya yang harus
dikeluarkan oleh Nasabah Penyimpan dan
biasanya Perjanjian Penyimpanan dana
merupakan perjanjian standar/baku yang
biasanya terdapat ketentuan yang lebih
menguntungkan pihak bank.™

Dengan demikian, hak dan kewajiban
Nasabah Penyimpan merupakan perikatan yang
lahir dari Perjanjian Penyimpanan dana, maka
ketika bank dicabut izin usahanya dan hak
Nasabah Penyimpan baru dibayar sebagian
(sebesar jaminan yang dilakukan oleh LPS),
sisanya tetap menjadi hak nasabah dan
merupakan kewajiban bank atas dasar
Perjanjian Penyimpanan, jika bank tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana yang
diperjanjikan, maka bank telah melakukan
tindakan wanprestasi.

Simpanan nasabah yang tidak dijamin
dalam hubungan non kontraktual berdasarkan
Undang-Undang LPS adalah sebagai berikut:

1. Simpanan nasabah yang melebihi nilai Rp.
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

2. Simpanan nasabah yang berdasarkan hasil
rekonsiliasi dan/atau verifikasi memenuhi

% Lihat Penjelasan Pasal 1233, Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata
1 Sulistyandari, Op. Cit., hal. 300.
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ketentuan Pasal 19 Undang-Undang LPS."

Berdasarkan identifikasi simpanan nasabah
di atas, muncul pertanyaan bagaimana hukum
memberikan perlindungan terhadap Nasabah
Penyimpan atas simpanan yang tidak dijamin
tersebut.

Dari data nomor 2.1 Pasal 37 B Undang-
Undang Perbankan mengenai kewajiban
menjamin simpanan dana nasabah, apabila
dihubungkan dengan data nomor 2.2.2 Pasal 8
Undang-Undang LPS mengenai kepesertaan
LPS, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang
Perbankan mengenai penjaminan simpanan,
Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan
mengenai  kewajiban bank menyediakan
informasi bagi nasabah dan dihubungkan
dengan pendapat Sulistyandari, maka dapat
dideskripsikan bahwa simpanan dana nasabah
di bank harus dijamin melalui LPS sebagai
bentuk  perlindungan  eksplisit terhadap
nasabah atas simpanannya.

Adanya simpanan yang tidak dijamin oleh
LPS menyebabkan nasabah yang simpanannya
termasuk kategori yang tidak dijamin tersebut
akan menghadapi risiko, yaitu apabila bank
tempat mereka menempatkan simpanannya
ditutup.

Menurut Undang-Undang LPS, fungsi LPS
selain menjamin simpanan Nasabah Penyimpan
juga turut aktif dalam memelihara stabilitas
sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannya, dalam fungsinya turut aktif
dalam memelihara stabilitas sistem perbankan,
LPS mempunyai tugas merumuskan dan
menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif
memelihara stabilitas sistem perbankan;
merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan
kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank
resolution)”® yang tidak berdampak sistemik;
dan melaksanakan penanganan Bank Gagal
yang berdampak sistemik (Pasal 5 ayat (2)). LPS
juga mempunyai kewenangan mengambil alih
dan menjalankan segala hak dan wewenang
pemegang saham, termasuk hak dan
wewenang RUPS; menguasai dan mengelola
aset dan kewajiban Bank Gagal vyang
diselamatkan; meninjau ulang, membatalkan,

12 Brahmandita, Penjamin Simpanan dan Fasilitas

Likuiditas, Media Indonesia, 16 Februari, 2004, hal. 7
13 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan, Ekonesia,
Yogyakarta, 2002, hal. 41

mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak
yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan
dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa
persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank
tanpa persetujuan kreditur (Pasal 6 ayat (2)).

Berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) di
atas, LPS mempunyai kewenangan untuk
melakukan likuidasi terhadap Bank Gagal yang
sudah dicabut izin usahanya. Likuidasi bank
tersebut  dilakukan dengan cara vyang
ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang
LPS, yaitu:

a. pencairan aset dan/atau penagihan
piutang kepada para debitor diikuti
dengan pembayaran kewajiban bank
kepada para kreditur dari hasil pencairan
dan/atau penagihan tersebut; atau

b. pengalihan aset dan kewajiban bank
kepada pihak lainberdasarkan
persetujuan LPS.*

B. Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah
Penyimpan atas Simpanan yang tidak
Terpenuhi Haknya.

Mengenai pengertian tanggung jawab,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi
pengertian sebagai keadaan wajib menanggung
segala sesuatunya. Dalam hal ini, tanggung
jawab timbul karena telah diterima wewenang.
Tanggung jawab juga membentuk hubungan
tertentu antara pemberi wewenang dan
penerima wewenang. Jadi tanggung jawab
dalam pengertian ini seimbang dengan
wewenang.

Ada dua istilah yang menunjuk pada
pertanggungjawaban dalam kamus hukum,
yaitu liability dan responsibility.  Liability
merupakan istilah hukum vyang luas yang
menunjuk hampir semua karakter risiko atau
tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung
atau yang mungkin meliputi semua karakter
hak dan kewajiban secara aktual atau potensial
seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya
atau kondisi yang menciptakan tugas untuk
melaksanakan undang-undang. Responsibility
berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan
atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan,
ketrampilan, kemampuan dan kecakapan

Y Lihat Penjelasan Pasal 53 Undang-Undang
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meliputi juga kewajiban bertanggung jawab
atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam
pengertian dan penggunaan praktis, istilah
liability menunjuk pada pertanggungjawaban
hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan
yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan
istilah responsibility menunjuk pada
pertanggungjawaban politik.*

Menurut W.J.S. Poewardarminto,
tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi
kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan,
dibalas dan sebagainya. Dengan demikian kalau
terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani
tanggung jawab wajib menanggung segala
sesuatunya. Dengan kata lain, tanggung jawab
adalah kesadaran manusia akan tingkah laku
atau perbuatannya yang disengaja maupun
yang tidak disengaja.

Tanggung jawab juga berarti berbuat
sebagai perwujudan kesadaran akan
kewajibannya. *°

Adapun dalam karya ilmiah ini tanggung
jawab dibatasi pada tanggung jawab dalam
konteks liability, yaitu tanggung jawab bank
menyangkut kewajiban secara aktual dalam
hubungannya dengan Nasabah Penyimpan
untuk melaksanakan ketentuan yang telah
diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
bahwa hubungan hukum antara bank dengan
Nasabah  Penyimpan adalah  hubungan
kontraktual dan hubungan non kontraktual.
Hubungan kontraktual yaitu didasarkan pada
Perjanjian Penyimpanan antara bank dengan
Nasabah Penyimpan. Apabila ditilik lebih dalam
lagi mengenai jenis perjanjian, maka perjanjian
ini  merupakan perjanjian tak bernama.
Layaknya perjanjian pada umumnya, Perjanjian
Penyimpanan tunduk pada KUHPerdata
khususnya Buku Ill tentang Perikatan, di mana
selain mengatur tentang perjanjian bernama
Buku Il juga berlaku bagi perjanjian tak
bernama, namun karena tidak diatur secara
khusus dalam KUHPerdata, maka perjanjian itu
selain  mengikuti peraturan umum (lex
generalis) vyaitu Buku Il KUHPerdata juga
tunduk pada peraturan khususnya (lex

> Jonker Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bank Atas
Kredit Macet Nasabah, Alumni, Bandung, 2009, hal. 58
¥w.s Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Tanpa
Tahun, hal. 242
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specialis) yaitu Undang-Undang Perbankan.

Ketentuan umum Perikatan dalam Buku I
KUHPerdata antara lain adalah sebagaimana
yang dapat disimpulkan dan pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata mengenai kekuatan mengikatnya
perjanjian. Mengikat artinya masing-masing
para pihak dalam perjanjian tersebut harus
menghormati dan melaksanakan isi perjanjian,
serta tidak boleh melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan isi perjanjian, Terikatnya
para pihak pada perjanjian tidak semata-mata
terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi
juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang
dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan
serta moral.

Tunduknya Perjanjian Penyimpanan pada
ketentuan KUHPerdata menghendaki pula
tunduk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata, maka jika terjadi pelanggaran hak
Nasabah Penyimpan oleh bank seharusnya
perlindungan hukum diberikan oleh Perjanjian
Penyimpanan dana itu sendiri karena perjanjian
adalah undang-undang bagi mereka yang
membuatnya (pacta sunt servanda).

Selanjutnya hubungan antara bank dengan
Nasabah Penyimpan adalah hubungan non
kontraktual, dalam hubungan ini hak-hak
Nasabah Penyimpan terhadap bank muncul
karena adanya hukum tertulis dan hukum tidak
tertulis, biasanya hubungan kontraktual ini
tercipta pada saat hubungan praktek antara
pihak bank dengan pihak nasabah. Hubungan
non kontraktual yang diatur dalam hukum
tertulis yaitu Undang-Undang Perbankan dan
peraturan pelaksananya vyaitu hubungan
kepercayaan, hubungan kehati-hatian,
hubungan kerahasiaan, hubungan menjamin
dana simpanan, hubungan kepedulian terhadap
risiko nasabah, hubungan kepedulian terhadap
pengaduan nasabah.

Seperti halnya dalam hubungan
kontraktual, dalam hubungan non kontraktual
ini juga terdapat pengaturan perlindungan
hukum terhadap Nasabah Penyimpan dana,
yaitu:

1. Dalam hubungan kepercayaan,
perlindungan hukum diatur dalam Pasal 8
Undang-Undang Perbankan tentang
pemberian kredit, Pasal 16 Undang-
Undang Perbankan tentang perizinan dan
29 Undang-Undang Perbankan tentang
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pembinaan dan pengawasan perbankan
Dalam hubungan kehati-hatian,
perlindungan hukum berupa pengenaan
sanksi kepada bank berdasarkan
ketentuan Pasal 52 Undang-Undang
Perbankan yang berupa teguran tertulis,
dan pelanggaran itu dapat
diperhitungkan dengan komponen
tingkat kesehatan bank, bahkan bank
dapat diberikan sanksi pencabutan izin
usaha, dan dengan adanya ketentuan
Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang
Perbankan maka Direksi dari bank yang
bersangkutan dapat diadukan oleh
nasabah sebagai telah melaksanakan
tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana.
Dalam hubungan kerahasiaan,
perlindungan hukum diatur dalam
berupa pengenaan sanksi kepada bank
berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Perbankan.
Dalam hubungan menjamin simpanan
nasabah, Hubungan ini diatur dalam
Pasal 37B Undang-Undang Perbankan,
bahwa (1) setiap bank wajib menjamin
dana masyarakat yang disimpan pada
bank yang bersangkutan; (2) untuk
menjamin simpanan masyarakat pada
bank sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dibentuk Lembaga  Penjamin
Simpanan; (3) Lembaga Penjamin
Simpann sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) berbentuk badan hukum
Indonesia.

Dalam hubungan kepedulian terhadap
pengaduan nasabah, perlindungan
hukum  berupa pengenaan sanksi
administratif kepada bank berdasarkan
ketentuan Pasal 52 Undang-Undang
Perbankan yang berupa teguran tertulis,
dan pelanggaran itu dapat
diperhitungkan dengan komponen
tingkat kesehatan bank, namun jika
pelanggaran dilakukan dengan sengaja
oleh anggota Direksi dan pegawai dari
bank yang bersangkutan dapat diadukan
oleh nasabah karena telah melakukan
tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana
berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b

Undang-Undang Perbankan'’

Selanjutnya membahas mengenai
tanggung jawab bank terhadap Nasabah
Penyimpan atas simpanan yang tidak terpenuhi
haknya dari hasil penjualan aset bank dalam hal
terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi
bank, perlu diuraikan terlebih dahulu bahwa
dalam proses Likuidasi suatu bank, terhadap
pembayaran kewajiban bank kepada para
kreditur yang diperoleh dari hasil pencairan
dan/atau penagihan piutang, maka terdapat 3
(tiga) kemungkinan hasil likuidasi adalah
sebagai berikut:

1. Aset Positif (Hak > Kewajiban); Dalam hal
ini masih terdapat sisa hasil likuidasi
dan/atau sisa aset setelah pelaksanaan
likuidasi selesai.

2. Aset Nol (Hak = Kewajiban); Dalam hal ini
tidak terdapat sisa hasil likuidasi
dan/atau sisa aset setelah pelaksanaan
likuidasi selesai maupun tidak lagi
terdapat kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh bank.

3. Aset Negatif (Hak < Kewajiban); Dalam
hal ini seluruh aset bank telah habis
dalam proses likuidasi dan masih
terdapat kewajiban bank terhadap pihak
lain.™®

Dari 3 (tiga) kemungkinan hasil likuidasi di
atas, kemungkinan vyang ketigalah yang
menuntut adanya tanggung jawab bank untuk
memenuhi hak pihak lain (dalam hal ini
Nasabah Penyimpan) atas simpanannya yang
harus dikembalikan.

Berdasarkan data nomor 2.2.4 Pasal 54
ayat (5) Undang-Undang LPS dapat diketahui
bahwa tanggung jawab bank yang berupa
kewajiban pengembalian simpanan nasabah
akibat likuidasi oleh pemegang saham, dalam
hal seluruh aset bank telah habis dalam proses
likuidasi namun masih terdapat kewajiban bank
terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut
wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama
yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank
Gagal, ini berarti bahwa tanggung jawab itu
dikembalikan kepada bank.

7om. Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan

Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hal. 62
8 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank,
Alumni, Bandung, 1983, hal. 58
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum memiliki arti sebagai
upaya atau tindakan yang diberikan oleh
hukum dalam arti peraturan perundang-
undangan untuk melindungi subyek hukum
dari adanya pelanggaran atas hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam
sebuah hubungan hukum. Perlindungan
hukum nasabah penyimpan dana adalah
perlindungan yang diberikan oleh
peraturan  perundang-undangan  atau
hukum positif yang berlaku bagi nasabah
penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi
nasabah penyimpan dana bertujuan untuk
melindungi kepentingan dari nasabah
penyimpan dan simpanannya yang
disimpan di suatu bank tertentu terhadap
suatu resiko kerugian.

2. Mengenai tanggung jawab bank menurut
bentuknya yang merupakan bentuk analisis
mengenai tanggung jawab bank terhadap
nasabah penyimpan atas simpanan yang
tidak terpenuhi haknya dari hasil penjualan
aset bank dalam hal terjadi pencabutan izin
usaha dan dilikuidasi bank.

B. Saran-Saran

1. Upaya hukum bagi Nasabah Penyimpan
atas simpanannya yang tidak dijamin oleh
LPS masih kurang melindungi hak-haknya
dikarenakan harus melalui proses yang
tidak banyak diketahui oleh masyarakat,
maka seharusnya pemerintah segera
membuat peraturan mengenai tata cara
tentang likuidasi atas keinginan pemegang
saham dan juga tata cara mengenai upaya
hukum atau pengajuan gugatan bagi
Nasabah Penyimpan dana yang dana
simpanannya belum kembali setelah bank
dilikuidasi dan aset bank telah habis;

2. Bagi pihak bank, diharapkan untuk selalu
mengumumkan keadaan atau kesehatan
masing-masing bank, baik melalui media
massa atau melalui website. Hal ini
dimaksudkan agar para nasabah bank
mengetahui risiko terhadap dana
simpanannya, serta hendaknya pula pihak
bank memberikan perlakukan yang sama
terhadap Nasabah Penyimpan dana baik
yang kecil maupun yang besar, sehingga
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tidak ada nasabah yang tidak mendapatkan
pengembalian simpanannya dengan alasan
aset telah habis sedangkan pemegang
saham tidak dapat diharapkan.
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